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	Dalam Kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. (Mazmur 118: 5)
	Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada ku. (Filipi 4: 13) 
	Jangan selalu katakan apa yang kau ketahui, tetapi ketahui apa yang kau katakan. (Claudius, Kaisar Romawi)


Kupersembahkan karya ini kepada:
Kedua orang tua ku















Korupsi yang terjadi di indonesia belakangan ini sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat secara luas. Kebijakan legislasi dalam penanganan korupsi diperlukan guna memberantas tindak pidana korupsi.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kaitannya dengan beban pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi dilakukan terhadap suap menerima gratifikasi dan harta benda yang belum didakwakan. 

Penulisan hukum ini disusun berdasarkan metode penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatis, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma – dogma. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumenter.

Ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dalam Pasal 17 dan Pasal 18; UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , terdapat dalam Pasal 37; dan dalam Ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B.



















Corruption in Indonesia lately been systemic and endemic so that not only harm the state's finances and economy of the country, but also has violated the economic and social rights of the community at large. Policy in the handling of corruption legislation needed to combat corruption.

Law No. 20 of 2001 concerning Amendment to Law No. 31 Year 1999 on Eradication of Corruption , the burden of proof associated with the handling of corruption cases made ​​against gratuities and kickbacks received a property that has not been indicted.

Writing this law is based on the method of writing using normative juridical approach , the law conceived as norms , rules , principles or dogma - dogma . The data used in this study is secondary data obtained from the study of literature and documentary studies .

Reversal of the burden of proof provisions in Law No. 3 Year 1971 on Eradication of Corruption , contained in Article 17 and Article 18 ; Law No. 31 Year 1999 on Eradication of Corruption , contained in Article 37 ; and the provisions of Law No. 20 of 2001 concerning Amendment to Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication contained in the provisions of Article 12B , Section 37 , Article 37A and Article 38B.
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